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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Proses penyelesaian suatu sengketa memiliki beberapa pendekatan, yaitu 

model litigasi (pengadilan) dan jalur nonlitigasi (diluar pengadilan). 

Beberapa permasalahan tanah, bisa diselesaikan dengan baik oleh karena 

itu proses mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa melalui 

perundingan dengan bantuan pihak ketiga netral (mediator) guna mencari 

bentuk penyelesaian yang dapat disepakati para pihak atau masyarakat 

yang bersengketa di Desa Lawin.  

2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam upaya 

penyelesaian sengketa terhadap tanah yang tidak memiliki sertifikat Hak 

Milik (SHM) ada 2 yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal, 

hambatan internal adalah hambatan yang terjadi dari pemerintah beserta 

staf desa itu sendiri yang mencakup sumber daya manusianya yang masih 

kurang beserta kurangnya kemajuan teknologi komunikasi dan informasi. 

Sedangkan hambatan eksternal adalah hambatan yang timbul dari 

masyarakat yang disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia dan 

tidak adanya inisiatif dari  instansi terkait tentang tata cara pendaftaran 

tanah dan kurangnya pengetahuan tentang hukum.   
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B.   Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, diharapkan kepada pemerintah Desa 

Lawin agar kedepannya dapat dibuatkan peraturan Desa (Perdes) yang 

khusus untuk mengatur proses penyelesaian sengketa tanah yang tidak 

memiliki sertifikat hak milik agar semua permasalahan yang berkaitan 

dengan sengketa tanah dapat terselesaikan melalui jalur yang sama sehingga 

dapat memperkecil kemungkinan adanya kendala atau masalah dalam proses 

penyelesaian sengketa tanah di Desa Lawin. 
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